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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 91 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN~ MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemindahan Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan guna efektivilas 
serta optimalisasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, · perlu adanya 
pengaluran mengenai pemindahan Pegawai Negeri Sipll pada Satuan 
Kerfa P.erangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang : 

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dlmaksud dalam 
huruf a, perlu menelapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kola 
Palembal)g. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentllkan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar.an Negara- RI 
Tahun 1959 Nomor 73·, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor1821): 

2.. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3041} sebagaimana telah dlubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan L1::mb,nan Negara RI Nomor 3890}; 

3. Undang-Undang Nom·or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor· 32 Tahun 2004 tenlang Pemi:frintahan Qaerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara· RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomcir 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 lentang Wewenahg 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nonior 15, Tambahan lembaran 
Negara RI Nomor 4263); 

6. Peraturan Pernerintah,Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomo.r 1.22, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4332); 

7. Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Unisan Pemerinlahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan D~erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4737}; 



Menetapkan 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nornor 89, 
T-ambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Per:nerintahan Kola Pafembang (Lernbaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kol.a Palembang (Lembaran Oaerah Kola Palembang Tahun 
2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah 
Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lernbaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2010 Nomor 2); 

11.Peraturan Wallkota Pafembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas 
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daer-ah Kola 
Palembang (Serita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 51). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMINDAHAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
PALEMBANG. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalan1 Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kata Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kata Palembang. 
3. Walikpta adalah Walikota Palembang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil WaJikota Palembang. 
5. Sadan Kepegawaian Oaerah dan Diktat yang selanjutnya dlsebul BKD 

dan DikJal adaJah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kola 
Palembang. 

6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah Kepala BK□ 
dan Oil<la\ Kola Palembang. 

7. Saluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnY.a disingkal SKPD 
adalah Saluan Kerj_a Perangkat Daerah di llngkungan Pemerintah Kota 
Pa.lembang. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud pengaturan pemindahan Pegav!ai Ne~erl Slpll di rrn~kunga~ 
Pemerintah Kola adalah dalam rangka tertib pemmdahan P.egawa1 Negen 
Sipil, dengan tujuan agar pelaksanaan pemindahan Pegawai Negeri Sipil 
tersebul dapat dirum.uskan ~ra tepal sesuai kebutuhan SKPO 
berdasarkan kara.kteristik pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota. 



BAB Ill 

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 3 
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:1) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota 
adalah pemindahan Pegawal Negeri Sipil yang masuk atau yang keluar 
atau anlar SKPD di lihgkungan Pemerintah Kola. 

:2) Pemindahan Pega~i Negeri Sipil yang masuk ke lingkungan 
Pemerintah Kola sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). meliputi: 

a Plii!mindahan Pegawal Negeri Sipil dari Kabupaten/Kota lain dalam 
Provins! Sumatera Selatan. 

b. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten/Kota/Provinsi 
oi luar Provlnsi Sumatera Selatan. 

:3) Pemindahan Pegawai Negeri SJpil yang keluar dari lingkungan 
Pemerintah Kota sebagalmana dimaksud pada ayat (1), mellpuli: 

a. Pemindahan Pegawai Negeri Sip\\ ke Kabupalen/Kota la\n dalam 
Provins! Sumatera Selatan. 

b. Pemindahan Pegawai Negeri Sip11 ke Kabupaten/Kota/Provinsi di luar 
Provinsi Sumatera Selatan. 

BABIV 

KETENTUAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 4 

:1) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang rnasuk ke lingkuilgan 
Pemerintah Kota sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ), harus 
dengan permohonan lertulis dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 

a_ sural persetujuan dari Menteri terkait dan/ atau /Gubemur/ Bupati/ 
Walikota tempal asal tugas pemohon; 

b. s-urat penawaran pemindahan dari Pemeiintah Provinsi Sumatera 
Selatan; 

c. fotokQpi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir; 
d. fo!okopi ijazah terakhir yang dllegalisir; 
e. fotokopi SUFal Keputusan jabalan lerakhir yang dilegalisir; 
f. rotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir; 
g. fotokopi DP3 \ahun terakhir yang dilega\isir, 
h. daftar ri\vayat hidup; 
i. sural kelerangan dari pejab.al berwenang, lidak sedang rnenjalani 

hukuman disiplin atau dafam proses peradilan; 
j. surat pemyataan pemohon, lidak menuntut fasililas/jabatan: 
k. surat pernya1aan pemohon, bersedia ditempatkan di seluruh wifayah 

Kota; 
I. berl<as fain yang (/apat mendukung permQhonan pindah; 
rn. surat pemyataan tidak sedang rnendapattugas belajar; clan 
n. sural pemyataan lidak sedang dalam masalah keuangan/ 

perbankan. 
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(2) Pemindahan Pegawai Negeri Sipll yang keluar dari Hngkungan 
Pemerfntah Kota se6agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus 
dengan permohonan tertulis dilengkapi persyaratan ~ebagai berikut : 

a. Surat pengantar dari Kepala SKPD tempat asal Pemohon; 
b. surat perselujuan dari Walikota; 
c. fotokopi ijazah \era.khir; 
d. fotokopi DP3 tahun terakhir; 
e. daftar ri\vayal hidup: 
f. sural keterangan dari pejabat berwenang, lidak sedang menjalarii 

hukuman disiplin atau dalam proses p1:1radilan; 
g. berf<as lafn yang dapat mendukung permohonan pindah; 
h. surat pemyataan tidak sedang mendapat1ugas belajar; dan 
i. dengan permohonan tertulis surat pemyataan tidak sedang dalam 

masalah keuangan/perbankan. 

;3) Ketentuan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemenntah 
Kota khusus pada Dinas Penyelamatan dari Pemadaman Kebakaran, 
Satuan Palisi Pamong Praja, RSUD Palembang BARI dan Kantor 
Pelayanan Peri,inan Terpadu (KPPT) K-ota Palembang, adalah sebagai 
berikut : 

a_ atas permlntaan secara tertulis dan SKPD yang membutu/lkan; 
b. Pegawai Negeri ~ipll terse!)ut memlliki kriteria/keahlian yang sangat 

dibutuhkan SKPD tujuan pifldah; 
c. kepindahan yang bersangkutan lidak mempengaruhl kondisi kerja 

pada SKPD asalnya; dan 
d. mendapat persetuJuan dari Walikola_ 

BABV 

KEW.ENANGAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal s 

Pejabat yang berwenang menetapkan Kepulusan pemindahan Pegawai 
Negeri Sipll yang masuk alau yang keluar atau antar SKPD dj lingkungan 
Pemerintah Kola, adalah sebagai berikul : 

a. Pemindahan Pegawa1 Negeri Sipil dari Kabupaten/Kota lain dalam 
Provinsi Sumatera Selatan •oleh Gllbernur Suinatera Selalan. 

b. Pemindahan Pegawal Negeri Sipil dari Departemen atau Kabupaten/ 
Kota/Provinsi di luar Provinsi Sumatera Selatan ole_h Kepala Kantor 
Regional VII Sadan Kepegawaian Negara Palembang. 

c. Pemindahan Pegawai Negeri Stpil ke K-abupaten/Kota lain dalam 
Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubemur Surnatera Selatan. 

d. Pemlndahan Pegawai Negeri Sipil ke Departemen /Provinsi I 
Kabupaten/Kola di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor 
Regional Sadan Kepegawaian Negara wTlayah tujuan pjndah. 

e. Pemindahan Pegawai Negerl Sipil antar SKPD di lingkungan Pemerintah 
Kota oleh Wakil Walikota, keeuali pada Dinas Penyelamatan dan 
Pemadaman Kebakaran, Satuan Pollsi Pamong Praja, RSUD 
Palembang BARI dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kata 
Palembang oleh Walikota. 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

(1) BKD dan Diktat sebagai lnstansi teknis pelaksana Peraturan ini. 
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(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan difentukan lebih 
lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai 
dengan ketenluan pe.rafuran perundang-undangafl yang bel'laku. 

Pas.al 7 

Peraturan lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Senta Daerah Kota 
Palembang 
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